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KATA PENGANTAR

Pembangunan Nasionsal Jangka Panjang sebsagaimsna ditetagkan
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mempunyai sasaran
utama menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk
tumbuh dan berkembang menuju mésyarakat adil dan makmur
berdasarkan Panoasila dan Undang Undamng Dasar 1845.

Guna meﬁujudkan apa yang telﬁh diamanatkan dalam GBHN,
Pemerintah telah berugsaha melakukan pembangunan di berbagai
bidang. Pemb#ngunan vang dilakukan dengan sadar dan berencana
sering Juga menimbulkan dampak negatif sebagai akibat ‘sampingan
pembangunan itu sendiri.

Salah satu kegiatan pembangunan itu adalah pada. bidang
industri. Pembangunan pada bidang 1ini disamping mensambah
pendapatan negara dan adanya penyerapan tenaga kerja yang berartil
mengurangi pengangguran, tetapi potensiil Jjuga untuk menimbulikan
pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan
perangkat peraturan sebagai salsh satu alat untuk mengarahkan,
membina dan mengawasi guné mencegah terjadinya pencemaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan
peraturan khususnya yang mengatur masalah pencemaran yvang terjadi
di Koamadia Dati II Semarang beserta sanksi khususnya sanﬁsi
administratif, maka perlu kiranya diadakan suatu penelitian guna
lebih memperkaya pengetahuan di bidang lingkungan. |

Pepnulisan laporan ini dapat selesai, Jjuga atas bantuan
bérbagai pihak, baik berupa dana, bimbingan dan sarant Untuk
jtulah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
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- Bapak Rektor Universitas Diponedoro Semarang.

- Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

- Ibu Ketua:Jurusan HTN Fékultas Hukum UNDIP Semarang,

~ Bapak Kepala Biro KLH Kotamadia Semarang. )

- Bapak Kepala Dinas Perindustrian Kotamadia Semarang.

- dan pihak-~pihak lain yang tidak dapat disebutkan di ”éini,

karena keterbatasan tempat.

Kami berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum umumnya dan Hukum Tata

Negara khususnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Semarang, Februari 1885

Tim Peneliti

Ketua : Arief Hidayat,SH,MS
Anggota
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ABSTRAKSI

Salah satu kegiatan pembangunan adalah pebangunan di bidang
industri. Pembangunan pada bidang ini selain mendatangk;n
keuntungan bagi pendapatan negaras, pada sisi yang 1lain membawa
pengaruh negatif yang merpgikﬁﬁ lingkungan, yaitu adanya

pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah industri vang tidak

memeperhatikan aspek lingkungan.

Untuk mencegah  atau menanggulangi masélah ﬁersebut, maka
periu adanya sarana. Salah satu sarana tersebut adalah hukum.
Sarana ini diharapkan mampu berfungsi melakukan perlindungan
akibat pembangunan terhadap lingkungan hidup melalui sifatnya
sebagal sarans pemaksa. Dalam penegakan hukum salah saty sarané
vang digunakan asdalah sarana administratif dengan ancaman sanksi
administratif.

Kotamadia Daerah Tingkat 11 Semafang vang dijadikan obyek
dalam penelitian '«.ini didapatkan kenyataan, béhwa sanksi
admistratif mampu untuk mengatasi adanys pelanggaran vang
dilakukan oleh perusahaan industri dalam hal pencemaran limbah
industri. Dengan demikian adanys sanksi sdministratif yang sesuai
peraturan pelaksananys mampu untuk mengurangi pencemaran

dengan

lingkungan di wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.



SUMMARY

Development industrial seotor‘.whioh profitablé to the
vernment is a paft of our national develpment. In the other.
de its have a negative impact to the enviroment. The fesul?_ of
ste eonsidered to enviroment is make agreat polution to it self,

To prevent that problem, some instruments needed, include
e instruments of law, those can be use as a ocoercivement
struments.

Adminstrative law 1is one of those instruments which to
force the enviromental law by his spesific sanction :
ministrative sanction. | | |

The Municipality of Semarang as research area via the
verment gave administrative sanction to several manufacturig
dustry. After this sanction, they .tried to improve their
treatment plan.

o the administratiée.#anction which 511 procedurs osn reduce
nvironmental impact in the Municipality of Semarang area,

spicialy the impact of waste water.
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BAB I
PENDAHULUANR

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pancasila sebsagail dasar falsafah negara meruvpakan kesatuan
vang bulat dan utuh,yang memberikan kevakinan kepada rakvat dan
bangsa Indonesia, bahwa kebashagiaan hidup akan tercapal iika
didasarkan satas kegselarasan dan keséimbangan,baik dalam.” hidup
manusia sebagai pribadi dalam hubungannya manugia dengan ﬁanusia,
dalam hubungannya manusia dengan alam, hubungan manusia dengan
Tuhan Yang Maha Esa,

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetaphkan bahwa
pembangunan tidak hanya mengedar kemakmuran lahiriah atan
kepuazan bathiniah saja, ahkan tetapi juga keseimbangan asntara
keduanya. 0leh karena itu penggunaan sumber dava alam harus
seimbang dengan keselarasan dan kegerasian lingkungan hidup. ‘

Secara lebih rinci dalam Bab IV Pola Umum Pelita Xelima
GBHN 1988 - 1993 terdapat berbagail Kketentuan mengenal bidang
lingkungan hidup vang antaranya adalah sebagai berikut
1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Salah satu akibat sampingan dari kegiatan pgmbangunan di
herhagal asektor dan daerah adalah dihagilkannya limbah wvang
semakin  banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tfersebut
telah menimbnlkéﬁ‘pencemaran vang merusak  fungzi linghkansan
hidup, terutama di daerah yang padat penduduknya. Lingkungan
hidup vang mengalami pencemaran yang cukup berat adalah
sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah perkotaan
dan daerah industri vang padat. Di beberapa daerah tingkat
pencemaran limbah rumah tangga, pertisida, logam berat, . dan.
lain lain semakin nyata. Di samping itu pembangunan yang peasat
juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan hagi
mutu linghkungan sosisl ( Hardiascemantri.I1. 198% : 54 ).

2. Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Hutu Lingkunjgan Hidup
Dewasa ini, lihbah penbangunan yvang paling banyak menimbulkan
pencemaran lingkungan adalah limbah industri, Timbah
permukiman dan lkota, limbah kendaraan bermator, Limbiah

pertanian dan pariwisata. Akibatnya, lingkungan hicdup  yang
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paling tercemar adsalabh rerairan sungai, danau dan pesisir,
udara, dan tanah.
Untuk mengurangi tingkat pencemaran 1ingkungaﬁ, maka vyvang
‘pertama kali harys dilakukan adalah meningkathan efisiensi
pengolahan bahan dalam setiap Lkegiatan pembangunan dan
mengembangkan teknologi daur ulang dalam kegiatan
tersebut, sehingga limbah vyang tejadi semakin berkurang.
Kemudian perlu dikembangkan pula industri-industri hilir yang
menggunakan limbah dari industri hulunya sebagai bahan baku.
Di samping itu, akan dikembangkan Jjuga pengaturan nilai ambang
batas limbah maksimum yang masih boleh dibuang ke dalam untuk
dicerna limbah-limbah tersebut. Hal ini akan ditetapkan dan
dilaksanakan secarsa konsekuen.
Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh industri dan
pertambangan perlu ditingkatkan lagi (Hardjasoemantr;
1,1891:73-74).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pembangunan
bermaksud untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik
fPiwik, maupun non fisik. Adanya pembanguan tentunya akan merubah
lingkungan. Perubahan lingkungan tentunys skan menimbulkan dampak
dalam hal ini; dapat berupa dampak positif mavpun dampak negatif.

Manusis dengan akalnya, kearifannya, kemajuan ilmu pengetahuan
serta teknologinﬁﬁéingin selalu mengadakan perubahan-perubahan.
Maksud perubahan itu agsar lingkungan hidup tidak saja = wmampu
mendukung perikehidupan tetapi  juga dapat meningkatkan
kesejahteraan manusia, sesual dengah tujuan akhir Pembangunan
Nasional vang menginginkan masyarakat adil  dan makmdr_
berdasarkan Pancasila. | _ ‘

Bertitik tolak dari tujuan Pembangunan Nasional terszchut
di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan,
salul satnmya adalah pembangunan yvang?  mendhendaki borvise Tovprosian
dengan alam sekitarnya. Dengan perkatsan lain setiap aktivitas
pembangunan diharapkan senantiasa hempertimbangkan dampak yang
timbul ‘' terhadap lingkungan. Dalam Reprlita kelima, hal-hal
tersebut sedini mungkin telah diantigipuasi keadaan-kKeaduaan yang
timbul sebagai akibat pembangunan tersebut, baik tarhadap

lingkungan alam, sosial maupun budaya.




L st AR

Dalam pengolashan dan pengelolaan sumber deya alam dan
lingkungan dinyatakan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan dapat
mempengaruhi struktur dasar ekozistem melalui dua cara :  yaitu
rksploitasi sumber daya alam vang merusak keseimbangan antara
komponen-komponen ekosistem; selanjutnya kegiatan pembangunan
memberikan muatan beban pencemaran vang menimbulkan perusakaﬁ
hagi berfungginya proses-proses alami dalam ekosistem. Kerusakan
struktur dasar dalam ekosistem yang demikian merupakan gaﬁgguan
rerhadap tujuan pokok dari metiap pembangunan.,

Apabila pada mulanys kita mengenal suatu tahap '"manusia
dikuasai alam”, maka tahdpan berikutnya adalah “manusia mulai
mengusai alam” dengan batag~bétasnya saecara  tradigional, yaitu
dengan ditemukannya teknologi wmodern,peritambahan  penduduk  yang
digertai dengan kebutuhan hidup vang meningkat, pola hubungan
tergsebut lebih jauh bergeser ke arah tindakan eksploitasi ekonomi
secars  besar-besaran terhadap alam lingkungan. Lingkungan alam
semesta dipandang semata-mata hanya untuk pemenwshan dan  pemuas
kebutuhan manusia. Perkembangsn pola  hubungan yang demikian,
dapat ditujukan bada rola hubungan manusia dengan alam pada
nasyarakat primitif, tradisional dan modern. Perubahan konsep
yang demikian, akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan
lingkungan vang harus dilakukan, vang pada akhirnya akan membawa
nengaruh  terhadap BATANA penunjangnya yaitu Hokum Lingkungan  dj

Ch e

Indonesia. .
Dengan demikian dirasakan perlu adanya pengaturan yang

nemuat tentang perubszhan konsep penguasaan dan pemanfaatan alam
vang dikehendaki sehingga mampu menunjang pembangunan berwawasan
Iingkungan dengan orientasi ke masa depan, karena pembangunan
pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
manusia, Juga mempunyal dampak vang dapat menimbulkan resiko-
resiko keruszakan pada kemampuan dan fungsi  sumber alam dan
‘resiko*resiko tersebut dapat berupa

1. Rusakhya berbagai sistem pendukung perikebidupan yang vital
bagi msnusia baik sistem bilofisik maupun sosiel;

2. MunculnYa bashaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti
bahan berbahayva dan beracun gerta hasil-hasil Lhioteknologd .

5. Pengalihan beban resiko kepada generasi bsrikutnva atau lepada




sektor atau kepada daerah lain, dan
4. Dirasakan kurang berfungsinys sistem organisasi =ogial dalam
) masyarakat.
Regiko-resiko ini terutama merupakan hasil interaksi dafi tiga
faktor utama, yaitu
a. Pertambahan penduduk,
b. Pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk,
¢. Lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang herkembang
untuk meningkatkan produksi (Scemartono,19891 :70).
Dalam laporan Konggres Perserikatan Bangss Bangsa ke-7
mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders,
dinyatakan bahwa kejahatan lingkungan (ecology/enviromental

crimes) itu :

1. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (iminged on the quality
' of 1ife ); .
2. Hengganggu kesejahteraan materiil selurull masyarakat (impinget

on the maretial well-being of entire mocieties) dan .

[

Hempunvai pengaruh negarif terhadap usaha-usaha pembangunan

bangsa (had a negative impact aon the development efforts of
nation )( Wawawi Arief, 1991 :1).

Di dalam hubungan ini, Indonesia sebagai salah gsatu negara

anggota PRR menyadari sepennhnya akan manfaat  pelaksanaon

pembangunan berwawdsan lingkungan. Dengan  demikian terjadinya
kemerosotan dava dukung lingkungan, akhirnya menyadarkan mannsia
akan perbuatannya selama ini. Manusia mulai berpikir untuk
melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidupnya, Agaf usaha
tersebut dapat terselenggara teratur, pasti dan berjalan tertib,
maka pengaturan dengan hukum dipandang sebagal salah satu |
alternatif vang tepat. Salah satu sebabnya, hokum dilengkapl
dengan sanksi, yang Jjika perlu dapat dipergunakan untul memaksa
kehendaknya. Dengan dua Fungsinya, yaitu sebagui Social control
dan social engineering diharaphkan hukum mampu mengatur
penanfastan alam secara bertanggung Jjawab oleh manusia.

Sejalan dengan  rumusan di atas, telah ditetapkan Undang-
undang No. 4 Tahun 19832 tentang EKetentuan-ketentuan Pokok
Penpgelolaan Lingkungan Hidup - ( UULH ) yang ditetapkan tanggal 11

4



Maret 1982, vang meletalisn dasar hukum  bagi  pembangunan vang
Lerwawasan lingkungan. Undang-undang dni berfungsi nebagai
ketentuan payung (umbrella provizsion} bagi pervaturan perundang-
undangan  linghkungan hidup yang sudah ada maupun bagil  pengaturan
lebih lanjut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini juga
diharapkan agar mampu  secare langsung manvelesaikan masalaﬁ
Lingkungan secara yuridis.
Ads 3 instrumen utama untuk penegakan huokon Iingkuhgan,
yaitu
1. Ingtrumen adminigtratif
2.

3, Instrumen pidana

Instrumen perdata

Prioritas pemakaian instrumen tersebut tidaklah berdasarkan
urgt-urutan yang tersebut di atas. Instrumen hulum administratif
dapat diterapkan lebih dahulu daripada kedua instrumen yang lain.
Instrumen perdata mempunyai arti jika tidak cukup bukti—bukti
mntuk meperapkan instrumen hukum pidana, maka ingstrumen perdata
yang dipergunakan. Karena sebagaimana diketahuil hukum pembuktian

dalam perkara pidana lebih ketat dibanding dengan hukum perdata.

Antara lain dalam, htikum pidana diperlukan pembuktian berdasarkan
Lebenaran materiil, sedangkan dalam hukum perdata  cukup dengan
kebhensran Formil ( Hamzah, 1981 :9),

Selanjulnya instrumen hukum pidana sangat berkaitan dengan
s rumen ﬂdminisﬁrafﬁTf Dalam pendirvian suatu perusahaan {(dalam
thal ini industri), yang mengeluarkan izin ialah Pemerintah Daerah
dan Departemen Perindustrian. Dengan demikian merekalah vyang
selarusnya lebih dahulu mengetahui jika terjadi pelanggaran izin
2tan  tidak adanya izin sams sekali. Kerjasama antara aparatur
Pemerintah Daerah (Pemda) dan Departemen Pervindustrian di - satn
pihnk dan polisi di lain pihak perlo ditingkatlan terutsama dalam
perentuan kapan  =naty pelanggaran dapat  diatasi  cukup cdengan
inatrumen adninistratif Adan Rapnn diperinkan pemakaian st rumen
hmkum  pidana atan bahkan kapan =ustu kasus Jdiperlukan pencrapan
Ledua-dinanya sekaligus ( Hamzmah, 1991 10 9.
Pelanfgaran dalam hukum Tingkangan hiasanyvo dibedakan antaras
trang masih dapat dipeﬁhniki aton dikembalikar ko kaadaan aEmn e

flan  wvang tidak dapat diperbaiki atau dikembalilkan ke hkensdsasn

iR



semula. Kemudian dibedakan apakah pelanggaran itn sifatnva aerins
taukah kurang serius.‘Artinya apakah dampak Dbahsyanva cukup
perat bagi lingkungan ataukah kurang berarti dampaknya terhadap
lingkungan. '

Jika suatu pelanggaran lingkungan masih  dapat diperbaiki
atau dikembalikan ke keadaan semula, maka tekanan pada pemakainan
instrumen administratif lebih kuat daripada instrumen hukum
pidana, walanpun misalnya relanggaran itu cukup seriusg. |

D1 dalam Undang-undang No. 4 tahun 1882 tentang Keténtuan~
ketentuan Pokok Pengelolsan Lingkungan Hidnp, tidak ads vang
mengatur secara eksplisit mengenal instrumen administratilf atauv
sanksi administratif. Menurut Siti Sundari Rangkuti dalam UULH
mencakup  aspek Administratit ( Pasal 7 ayal. (2), Pasal 15 dan
Pasal 168 Y, naspek hkeperdnbtaasan (Pagal 20 dan 21) dan aspek
kepidanagn {(Fagal 22), vang Kesemuaanya membawa sanksi hokoam
(Ranghkoti . JII, 1991 : 7).

Pasal 7 ayat (2) mengatur mengenai izin usaha, Paual 15
mengatur mengenai Dbaku mutu lingkungan dan Pasal 18 mengatur,
mengenai analisis mengenal dampak lingkoungan. Ketiga pasal ini
yang nantinya akan menjadi dassr dari apa vang akan penulis bahas
pada bagian pembahasan. Karena keltiga pasal tersebut menyangkut
masalah sanksi administratif sebagai salah satu upava penedgakan
hukum lingkungan di Indonegia dewasa ini. Karena .  menuruf
doesnadi Hardjaéoeﬁkntri, bahwa penegakan hukum tidak hanva

melalui proses di pengadilan saja, tetapi dalam pelaksanaan

penegakan hukum dapat pnla melalui berbagai jalnr dengan berbagai-

sankeinya, seperti sanksi administratif, s=sanksi perdata, dan
gsanksi pidana (HardjaScemantri II, 1982 : 11 ).

Dalam pembahssan selanjutnya dilengkapi juga peraturan
pelaksana lainnya, baik peraturan tingksat pusat maupun persturan

daerah setempat khususnya di Kotamadia Daerah Tingkat IT.

Semarang.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup
Dari' uraian dalam latar belakang di atas, maka yang meniadi

permssalahan dalam penulisan ini adalah .
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“. Bagaimena ' pelaksanaan sanksi ddministratif vang telah
dilakukan oleh Pemerintah thahadia Daerah Tingkat IT
Semarang. Sejauh mana sanksi administratif yang telah
dilaksanakan tersebut dapat mempengaruhi penegakan  hukum
lingkungan. ,

2. Hambatan - hambatan apa yang dihadapi olsh Pemerintah
Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam pelaksanaan
sanksi  adwinistratif dan bagaimanakah Jjalan keluar “untuk

menghadapl  hambatan-hambatan tersebul.

Dalam pembahasan ini agar dapat memenuhi sasaran. maks

pembahasan  dilakukan dengan cara deskriptif analitis, terhadap
ada  tidaknya pemberian sanksi adminigtratif pada usaba industri
vang telah melakukan pencemaran di wilayah Kotamadia Daeral
Tingkat II Semarang. Pemberian sanksi ini dalam rangka upaya
penegakan hukum lingkungan, apakah pemberian sanksi administratif
sudah cukup efektif ,yang dalam hal ini dapat melibatkan rihak
Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat IT _ .
Semarang, Kanwil Perindustrian Propinsi Daerah Tingkatﬁ%l Jawa
Tengah, BEPMD Propinsi Daesrah Tingkat T Jawa Tengah dan BAPPEDA
Kotamadia Daerah Tingkat TT Semarang, yang haik secara langsung
manpun  Lidak  Tangsung berlibab dalam proses pemberian asnkoi
administratif.
e s
(0. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian sanksi adminigtratif
vang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadia Semarang
dan Instansi lain yang‘terkait dalam proses pemberian s=sanksi.
serta pengawasan terhadap upays preventif dan npaya vrepresif
dalam rangka penegakan hukum lingkungan sehagaimans . yang
dikehendaki dalam UULH. Sehingga dspat dilihat seberaps Janh
kopelTektifan sanksi administratif yang dijatuhkan kepsda pihak
uuaha indnstri dalam rangka upaya penegakan hukum lingkungan.
Kegunaan FPenelitian adalah
\
1. Secara teoritis, kegunaaan penelitian adalah “ptnk

mengungkapkan gecara nbvektif dengan menggunakan ilmu

-~
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Limbal dndustril  dapst didedifTinigilian sehagsai materi atau -
cnergi o yang tidak berguans lagi dalam proses  atan  teknologi
sang dipilih., RKarena Limbab industri ini beraneks  nacam

.i.nya, maka dalam penelitian ini vang dimaksud acdalah

mbalh industri cair.

—

Dalam renegakan hukum linghkungan.

Pencgakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparatiur dan
kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan hukum vang
Lerlaku, vyang meliputi 3 bidang hukum, yaitue administratif,
pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum merupskan
upaya untuk mencapal ketaatan terhadap peraturan dan
persyaratan dalam ketentuan yang secara umam  dan  individuil
herlaku, melslui pengawasan dan penerapan {(atau anecaman)
sarans administratif, kepidaan «an keperdataan, Dalam
pernuligan  ini akan disoroti upays penegakan hukum lingkungan
melaluil garana administratif.

Di Kotamadia Daerah Tingkat II - Semarang,adalah menunjukan
suatn  tempat penelitian. Semarang merupakan uatu kota
atay  merupakan dseral pemusatan penduduk dan pusat kegiatan
volitik, ekonomi,sosial serta sebagai ibukota propinsi Daerah
Tinghkat I Jawa Tengah. .
Berdasarkdﬁ"‘ judul penelitian, wmoka akan dibeliti,
dipelajari secara nendalam mengenai pelaksanaan sanksi
administratif yang dijatuhkan terhadap pabrik industril sebagai

upaya penegakan hukum lingkungan apakah audah efektif atau

bahkan sebaliknya.
Melodologi Penelilian

1 Pendekalban Maoalah
Dalaw membahas permasalahan ini, penulis melialmbkan
pendmkﬂtan Secara youridis normatif dan ansinlaogia,
erdslatan normatiF dilTaknkan dengan mampeladiari teori-teori,
kfnlﬂepl*kﬂrn:np serba  peraturan-peraturan vang berhuhingan

dengun wasalab yanyg akan dibahas, Yedangkan pendekatan empiris



dilakukan dengan wengdakan 'penelitian di  lapangan, vaitu
melihat fakta-fakta vang ada dalam praktek mengenal
pelaksanaan  sanksi  administratif pada pabrik industri  dan
rengawasannya  di Kotamadia Dgeréh Tingkat IT Semarang. Qleh
karena itu penelitian inié.hersifat deskriptif, vaitu
penelibtian yvang hertujuan “untuk menggambarkan taraf
sinkronisasi perakturan yvang ada haik secara vertikal wmaupun
SECara hoqisontal, sehingga ditemukan adanya pertentaﬁgan—
rertentangan, dan kekurang lengkapan atau kelebhihan yang
dimiliki nntuk aelanjutnya dapat ditiadakan Jika  ada
pertentangan, melengkapi Jjika terdapat  keknransgan sehingga

dalam upaya penegakannva dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber Data _
Somber data yang diperéunakan dalam penelitian ini
adalah
a. Data Primer, yaltu data yang diperoleh secra langsung
dari ha=sil. penelitian vang di dapat dari hasil
wawancara langsung dari pemilik data, dalam penelitian
ini adalah Pejabal yang berwenang untuﬁ pengawasan dan
pelaksanaan terhadap sanksi adminitratif
1. Data Sekunder, yaitu data vang diperoleh dari stadi
kepustakaané vang berupa bahan-bahan hukam primer
seperti, Kéﬁétapan MPR HNO. II Tahun 1988 tentang
Garis -~ Garis Besar Haluan Negara ( GBHN },Undang-
undang No.4 Tahun 1882 Tentang Ketentuan-ketepntuan
Pokok Lingkungan Hidup,Peraturan Pemerintah ( PP ) Wo.
29 Tahun tentang Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya
yvang erat hubungannya dengan pengaturan sanksi

administratif.

3. Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit -analisis
yaﬁg ciri-cirinya akasn diduga (Masri Singarimbun‘dan
Sofian Effendi, 1888 :152 ). .
Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi arlalah

-
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seluruh kasus pencemaran lingkungan yang sudah diputus
oleh Pengadilan Negeri Semarang baik vang berupa sanksi
pidana, perdata maupun sanksi administratif.

sedangkan dalam menentukan sampel dari populasi vang
akan diteliti, digunakan metode pengambilan sampel vang
berupa proposional purpsosive sampling, yvaitu dengan cara
penunjukan sesual dengan kewenangan dan kedudukan
sampel. Dalam hal ini sampelnya adalah kasus pencemaran
vang dilakukan oleh pabrik industri yang dikenakan
sanksi administratif. Adapun responden vang akan

dijadikan sampel

P

"
=1

a. KaKanwil Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah

h. Kepala Biro KLH Propinzsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

. BAPPEDA Tingkat Il Kotamadia Semarang

d. BKPHMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

rosedur Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penvlis menggunakan GHra

ebagal berikut )

Untuk 'memperoléh data sekunder, dilakukan cdengan

a.
melaluil seranghaian kegiatan studi kepustakaan dengan
cara me@b@cé, mencatat dan mengutip bukn-bokn =erta
menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan
informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian
yvang dilakukan. '

b, Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara

mengadakan studi lapangan di Kanwil Perindustrianf
Propingi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kepala Biro KLH
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tendah, BKPMD Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah,BAPPEDA Tingkat T1
Kotamadia Semarang. Sedangkan metode yang dipergnnakan
untuk memperoleh data primer adalah dengan cara
wawancara -dengan  teknik tanya  dawab  yvang terbuka.
Dengan wawancara dapat digali tidak sajis apg vang
diketahui flan  dilaksanakan - seseorang/suhvel vang

diteliti. tetapid juga pandangan dan pengalaman dalam

11



praktelk subyelk penelitian. Selain itu, apa vang
ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal  vang
berkaitan dengan masa lampau, sekarvang dan juga masa
vang akan datang. Pedoman wawancara yvang dimaksudkan
di atas adalah dengan wawancara tak berstrukitnr atsu
"unstgucturend interview"”,

Kemudian - data kualitatif yang dipernleh  akan
dipergunakan untuk membahas permasalahan vang

dikemukakan di dalam penelitian ini.

Analisis Daka

Analisis datas adalah tahap yang paling penting dalam
kegiatan penelitian, karena pacda tahap ini bherfungsi
memberi interprestasi serta arti terhadap data yang telah
diperoleh.

Analisis data secara kualitatif artinya dilakukaﬁ
dengan mendeskripsikan data vang diperoleh dari hasil
penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan-
penjelasan, yakni problema yang sda dianalisis dan
dipecahkan dengan teori dan peraturan vang ada
serta dihubungkan dengan hasil penelitian vang dilakukan.

Sistematika Uraian
Dalam penulisgan ini dipergunakan sistematika uraian

disusun sebagai berikut

Bab I : Di dalam bab pendahaluan ini dibahas uraian
tentang latar helakang penulisan, seperti
vang tertulis yaitu masalsh pelakeanaan
sanksi "administratif terhadap pencemaran
Tingkungan yang diakibatkan  oleh  limbah
industri, dalam ranghks penegakan hrkum

Tingkungan di Kotamadia Daerah Tingkat I7T

‘ Semarang. Selanjutnya penulias memberikan
naraian-uraian pokok vang menyatgkat
pembatasan masalah, tujuan yang hendak
dicapai. metodologi serta sistematika

-
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Fab

Bab

Bab

II

IT1

1vy

uraian.

Pads bah ini merupakan identifikasi
permasalahan, vang akan diursikan

‘pengertian-pengertian yang berkaitan dengan

lingkungan hidup, ekozisten, pencemaran
yang dilakukan oleh industri, sankei
adninistratif dan masalah penegakan  hukum

lingkungan.

Pada bab ini dikemukakan hagil penelitian
di lapangan bagaimana pelaksanaan sanksi
administratif dalam upava penegakan hukum
lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut
kemudian dianalisa dengan penggunaan teori
dan peraturan perundang-undangan vang

menyangkut masalah yang diteliti.

Pada halb ini penulis berusaha untuk
menarik kesimpulan dari keseluruvhan uwraian-
uraian vang terdapat dalam bab terdahulu.

Dan kalau ada jugs dikemuokan saran  bagi

-;,para pihak vang terkasit pads masalah vang

penulis kemukakan.

Daftar Pustaka.
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